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EFEKTIFITAS IMPLEMENTASI TINGKAT KOMPONEN DALAM
NEGERI (TKDN) BAGI PRODUSEN

Sugiyanto
giyant200@yahoo.com
Institut Manajemen Koperasi Indonesia

ABSTRAK

Implementasi penilaian terhadap tingkat komponen dalam negeri (TKDN) sebagai
upaya pemerintah untuk mendorong industri pengolahan semakin banyak
memanfaatkan potensi dalam negeri sebagai komponen kandungan produknya, mulai
dari penggunaan bahan baku, tenaga kerja dan biaya pendukung produksi lainnya.
Efektifitas implementasi penilaian- TKDN yang telah dilakukan oleh perintah melalui PT
Sucofindo (Persero) telah berjalan dengan baik. Sejak tahun 2011, telah melakukan
penilaian TKDN sampai dengan pertengahan Tahun 2014 sebanyak 923 jenis produk,
pada 16 kelompok produk, pada 269 perusahaan, di 17 provinsi. Rata-rata penilaian
per provinsi baru mencapai 16 perusahaan, 5 kelompok produk dan 54 jenis produk,
namun sebaran penilaian ini masih belum merata, kebanyakan penilaian masih
dilakukan di provinsi-provinsi di Pulau Jawa, yaitu sebanyak 245 perusahaan
(81,08%) atau 791 produk (85,70%). Hasil uji statistk menunjukkan bahwa rata-
rata TKDN dari 16 kelompok barang yang ada adalah sebesar 48,87%. Nilai tengah
dari TKDN adalah sebesar 50,42% dan variansnya sebesar 0,017 yang berarti bahwa
data tersebut tidak terlalu bervariasi, dengan simpangan baku sebesar 0,13, p-value
yang lebih besar dari pada a, maka data rata dari kelompok barang tersebut
berdistribusi normal artinya rata-rata nilai TKDN dapat digunakan sebagai pedoman
dalam penilaian. Berdasarkan hasil analisis korelasi menunjukkan bahwa
huburigan nilai TKDN dengan jumiah belanja barang dan jasa pemerintah masih
sangat lemah artinya, nilai TKDN dari suatu produk belum menentukan besarnya
belanja barang dan jasa terhadap produk tersebut atau dengan kata lain, atau belum
dimanfaatkan oleh lembaga pemerintah dalam belanja barang dan jasa belum banyak
dikaitkan dengan nilai TKDN suatau produk.

Kata Kunci: Penilaian TKDN, pengadaan barang dan jasa pemerintah

1. PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang

Perkembangan industri sektor pengolahan
(manufaktur) di sebuah negara dapat dijadikan
indikasi perkembangan industri nasional negara

tersebut. Perkembangan industri dapat dilihat ’

baik dari aspek kuantitas dan kualitas produk
yang dihasilkan maupun kinerja industri secara
keseluruhan. Selain itu, sektor industri
manufaktur juga diharapkan dapat menciptakan
nilai tambah yang bersifat komparatif. Dalam
menciptakan nilai tambah, industri manufaktur
harus semakin besar dapat memanfaatkan
sumber daya lokal, sehingga semakin besar
pula nilai tambah yang dapat dihasilkan.

Sejak krisis ekonomi tahun 1998 yang
menghancurkan berbagai sendi perekonomian
nasional, industri di Indonesia secara nasional
belum memperlihatkan perkembangan yang
menggembirakan, khususnya industri manufa-
ktur, lebih sering terlihat grafik kemerosotan
ketimbang peningkatannya. Kesulitan dalam
persaingan di pasar global akibat kualitas
produk juga masih menjadi tantangan bagi
setiap pelaku industri manufaktur, faktor lainnya
adalah melemahnya permintaan terhadap
produk manufaktur Indonesia di pasar ekspor
akibat melemahnya daya beli masyarakat di
negara tujuan ekspor utama. Jika kondisi ini
dibiarkan terus-menerus tanpa adanya upaya
yang menyeluruh dan bersifat terpadu dari
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berbagai pihak terkait, seperti masyarakat,
pemerintah, dan pengusaha, industri nasional,
pelan-pelan mengalami kemunduran.

Masih tingginya penggunaan barang impor
di Indonesia juga mengakibatkan rendahnya
kinerja dan utilisasi industri nasional terhadap
sumber daya lokal. Ditambah dengan semakin
ketatnya barang produksi dalam negeri akibat
mulai diberlakukannya kerja sama internasional
perdagangan bebas yang bersifat regional,
tahun 2015 mulai berlakunya kesepakatan
masyarakat Asean dalam bentuk pasar tunggal
terhadap produk yang dihasilkan dan kes-
epakatan lainnya, menjadi Masyarakat Ekonomi
ASEAN (MEA). Hal ini menjadi tantangan
tersendiri bagi sektor industri manufaktur, untuk
itu pemerintah berupaya mempersiapkan de-
ngan cara meningkatkan kualitas dan kuantitas
produk dengan mengoptimalkan pemanfaatan
tingkat komponen dalam negeri (TKDN), yang
didefinisikan sebagai suatu batasan atau nilai
yang merepresenntasikan berapa tingkat kom-
ponen lokal dalam negeri dalam suatu produk
barang/jasa.

Terobosan penting yang dilakukan oleh
Pemerintah dalam aspek hukum adalah
terbitnya Peraturan Presiden Republik Indone-
sia No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah untuk memaksimalkan
penggunaan barang/jasa hasil produksi dalam
negeri yang sasarannya adalah untuk mengem-
bangkan industri dalam negeri, dalam mening-
katkan daya saing melalui kebijakan Pening-
katan Penggunaan Produksi Dalam Negeri
(P3DN).

Tingginya pemakaian barang impor di
Indonesia mengakibatkan rendahnya kinerja
industri nasional. Persaingan barang produksi
dalam negeri tambah ketat, setelah diber-
lakukan kerja sama internasional perda-gangan
bebas yang bersifat regional. Peraturan
Presiden Nomor 54 Tahun 2010 sebagai upaya
untuk memaksimalkan pemakaian produk
dalam negeri, untuk mengotimalkan P3DN itu,
Kementerian Perindustrian menjalankan pro-
gram verifikasi Tingkat Komponen Dalam
Negeri (TKDN) bagi industri manufaktur.

Terdapat 21 kelompok barang produksi
yang diverifikasi seperti peralatan elektronika,
logam dan barang logam, mesin dan peralatan
pertambangan, hingga pakaian dan sebagai-
nya. Pemerintah memberi wewenang kepada
PT Sucofindo untuk melakukan verifikasi

TKDN. Serifkat TDKN, selain menjadi syarat
dalam pengadaan barang/jasa, secara umum
dapat dijelaskan bahwa manfaat dari
meningkatkan TKDN seperti pernyataan yang
disampaikan oleh Abdullah (2011), antara lain:
(1) meningkatnya penggunaan produksi dalam
negeri — hal ini berhubungan dengan kualitas
produk atau komponen yang dihasilkan selama
proses produksi; (2) meningkatnya/penyerapan
tenaga kerja — apabila kualitas produk atau
komponen yang dihasilkan meningkat, dampak-
nya adalah meningkatnya penggunaan dari
produk atau komponen tersebut. Hal ini juga
berarti adanya peningkatan produksi yang
berpengaruh terhadap peningkatan penyerapan
tenaga; (3) penghematan devisa penggunaan
produk atau komponen yang memperhatikan
penggunaan komponen hasil produksi dalam
negeri berarti mengurangi biaya penyediaan
komponen luar negeri.

Melalui persyaratan TKDN, industri-industri
manufaktur dalam negeri diajak  untuk
menggunakan sebanyak-banyaknya kompo-
nen/faktor produksi yang berasal dari dalam
negeri. Pemerintah menyiapkan perangkat
hukumnya sebagai dasar untuk pelaksanaan,
antara lain: (1) Keppres 80 tahun 2003 pasal 44
dan pasal 40 tentang Penggunaan Produksi
Dalam Negeri, sebagai dasar pengaturan untuk
meningkatkan Peningkatan =~ Penggunaan
Produksi Dalam Negeri (P3DN); (2) Peraturan
Menteri Perindustrian No . 11/M-
IND/PER/3/20086.

Dalam rangka untuk mengetahui efektifitas
penyerapan Kkomponen lokal dalam suatu
produk, dilakukan pengkajian, yang berkaitan
dengan efektifitas implementasi penilaian
berkaitan dengan hasil verifikasi Tingkat
Komponen Dalam Negeri (TKDN) bagi para
pelaku usaha sektor industri pengolahan
(produsen). Sebagai upaya untuk lebih
mengefektifkan implementasi TKDN pemerintah
mengeluarkan beberapa peraturan terkait
antara lain: (1) Inpres Nomor 2 Tahun 2009
tentang Penggunaan Produk Dalam Negeri
dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
mengintruksikan kepada kementerian dan
lembaga bahwa dalam rangka mengoptimalkan
penggunaan barang/jasa hasil produksi dalam
negeri  dalam pengadaan  barang/jasa
Pemerintah, agar berpedoman dan mengacu
pada Pedoman Peningkatan Penggunaan
Barang/Jasa Produk Dalam Negeri yang



ditetapkan oleh Menteri Perindustrian.  (2)
Perpres 70/2012 tentang Perubahan Perpres
54/2010 pasal 97 ayat (5) dinyatakan bahwa
TKDN (Tingkat Komponen Dalam Negeri)
mengacu pada Daftar Inventarisasi
Barang/Jasa Produksi Dalam Negeri yang
diterbitkan oleh Kementerian yang membidangi
urusan perindustrian, serta pada ayat (6)
dinyatakan Ketentuan dan tata cara
penghitungan TKDN merujuk pada ketentuan
yang ditetapkan oleh Menteri yang membidangi
urusan perindustrian. Selanjutnya Menteri
Perindustrian menerbitkan Peraturan Menteri
Perindustrian nomor 15/M-IND/PER/2/2011
tentang Pedoman Penggunaan Produk Dalam
Negeri Dalam Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah, serta Peraturan Menteri
Perindustrian nomor  16/M-IND/PER/2/2011
tentang Ketentuan dan Tata  Cara
Penghitungan Tingkat Komponen Dalam
Negeri. Dan Peraturan Menteri Perindustrian
nomor 15/M-IND/PER/2/2011 pasal 9 dan pasal
10 mengatur Daftar Inventarisasi Barang/Jasa
Produksi Dalam Negeri sebagai referensi atas
nilai TKDN Barang dan nilai BMP (Bobot
Manfaat Perusahaan) dalam pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah yang dipublikasikan
secara on-line pada situs internet (website)
Kementerian Perindustrian.

Berdasarkan uraian diatas, kajian ini dapat
dirumuskan beberapa permasalahan sebagai
dasar untuk melakukan pengkajian, masalah
pengkajian ini berkaitan dengan: -efektifitas
implementasi penilaian TKDN, pencapaian nilai
TKDN hasil verifikasi pada berbagai provinsi,
kelompok produk dan jenis produk, dan
peluang produk yang telah dilakukan penilaian
TKDN nya dalam memanfaatkan peluang
pengadaan barang dan jasa pemerintah.

1.2. Maksud dan Tujuan Kajian

Maksud dari kajian ini adalah untuk
mengkaji efektifitas implementasi penilaian
TKDN bagi pelaku industri pengolahan
(produsen). Dengan tujuan adalah untuk
mengetahui:

1. Efektifitas implementasi penilaian tingkat
komponen dalam negeri (TKDN) yang
dilakukan oleh PT Sucofindo bagi pelaku
industri usaha pengolahan (produsen),

2. Pencapaian nilai TKDN dari hasil verifikasi
yang dilakukan oleh PT Sucofindo pada
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berbagai provinsi, kelompok produk dan
jenis produk,

3. Peluang produk yang telah dilakukan
penilaian TKDN nya dalam memanfaatkan
peluang pengadaan barang dan jasa
pemerintah,

2. PENDEKATAN KAJIAN

Kajian ini diharapkan dapat memberikan
masukan kepada pelaku industri pengolahan
tentang pentingnya penilaian TKDN bagi
produk yang dihasilkan, PT Sucofindo dan
Pemerintah dalam hal ini Departemen
Perindustrian dalam mengefektifkan
pelaksanaan penilaian TKDN terhadap produk
dalam negeri dan kaitannya dengan
pemanfaatan peluang pengadaan barang dan
jasa pemerintah. Pendekatan secara teoritis
dan regulasi terhadap konsep-konsep yang
digunakan dalam kajian ini perlu ditetapkan
sebagai upaya untuk memahami setiap konsep,
teori dan regulasi yang terkait.

2.1. Produsen

Produsen dalam kegiatan ekonomi diartikan
sebagai orang yang menghasilkan barang dan
jasa untuk dijual atau dipasarkan. Sebaliknya
orang yang memakai atau memanfaatkan
barang dan jasa hasil produksi untuk memenuhi
kebutuhannya disebut sebagai konsumen.
Dengan demikian memahami pengertian
produsen, tidak dapat dilepaskan dari
pemahaman kegiatan, fungsi dan peran
produsen dalam menghasilkan barang dan jasa
yang disebut sebagai kegiatan produksi.
Produksi merupakan suatu kegiatan yang
dilakukan untuk menambah nilai guna suatu
benda atau menciptakan benda baru sehingga
lebih bermanfaat dalam memenuhi kebutuhan.

Kegiatan menambah nilai guna suatu benda
tanpa mengubah bentuknya dinamakan
produksi jasa. Sedangkan kegiatan menambah
daya guna suatu benda dengan mengubah sifat
dan bentuknya dinamakan produksi barang.
Produksi bertujuan untuk memenuhi kebutuhan
manusia untuk mencapai kemakmuran.
Kemakmuran dapat tercapai jika tersedia
barang dan jasa dalam jumlah yang mencukupi.
Dengan demikian produsen adalah orang atau
perusahaan yang melakukan kegiatan produksi,
yaitu mengolah bahan baku (material)
sedemikian rupa menjadi barang jadi, pelaku
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kegiatan merubah bahan baku menjadi barang
jadi . dengan memgkombinasikan berbagai
faktor produksi dan atau menambahkan atribut
lainnya.

Peraturan Menteri Perindustrian Rl Nomor:
16/M-IND/PER/2/201, Pasal 1 Ayat 6, Produsen
diartikan sebagai industri, industri adalah
kegiatan ekonomi yang mengolah bahan
mentah, bahan baku, barang setengah jadi,
dan/atau barang jadi menjadi barang dengan
nilai yang lebih tinggi untuk penggunaannya,
termasuk kegiatan rancang bangun dan
perekayasaan industri. Peraturan Menteri
Perindustrian Ri Nomor:15 jM-IND/PER/2/2011
Pasal 1, Ayat 1 menyebutkan, Produk dalam
negeri adalah barang/jasa termasuk rancang
bangun dan perekayasaan yang diproduksi
atau dikerjakan oleh perusahaan vyang
berinvestasi dan berproduksi di Indonesia, yang
dalam proses produksi atau pengerjaannya
dimungkinkan  penggunaan bahan  baku
komponen impor.

Pemerintah mendorong para produsen
untuk memanfaatkan komponen dalam negeri
secara optimal. Apabila mencapai TKDN dalam
nilai tertentu, produk dari para produsen dapat
diikut sertakan dalam pengadaan barang dalam
negeri. Peraturan Presiden No.54 Tahun 2010
Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden
Nomor 54 Tahun 2010, Pasal 96 Ayat 1,
menyebutkan bahwa: Dalam (a) Pelaksanaan
Pengadaan Barang/Jasa, K/L/DA  wajib:
memaksimalkan Penggunaan Barang/Jasa
hasil produksi dalam negeri, termasuk rancang
bangun dan perekayasaan nasional dalam
Pengadaan Barang/Jasa, (b) memaksimalkan
pengunaan Penyedia Barang/Jasa nasional
dan (c) memaksimalkan penyediaan paket-
paket pekerjaan untuk usaha mikro dan usaha
kecil termasuk koperasi kecil. Pada. pasal
selanjutnya, Pasal 97 Ayat 1, menyebutkan
bahwa Penggunaan produk dalam negeri,
dilakukan sesuai besaran komponen dalam
negeri pada setiap barangfjasa yang ditunjukan
dengan Tingkat Komponen Dalam Negeri. Ayat
2, Produk dalam negeri wajib digunakan jika
terdapat Penyedia Barang/Jasa yang
menawarkan barang/jasa yang ditunjukkan
dengan nilai TKDN ditambah Bobot Manfaat
Perusahaan (BMP) paling sedikit 40%.

2.2. Tingkat Komponen Dalam Negeri
(TKDN)

2.2.1. Pengertian TKDN

Perpres 70/2012 tentang Perubahan Per-
aturan Presiden 54/2010 pasal 97 ayat (5)
dinyatakan bahwa TKDN mengacu pada Daftar
Inventarisasi Barang/Jasa Produksi Dalam
Negeri yang diterbitkan oleh Kementerian yang
membidangi urusan perindustrian. Ayat (6)
menyebutkan  ketentuan dan tata cara
penghitungan TKDN merujuk pada ketentuan
yang ditetapkan oleh Menteri yang membidangi
urusan perindustrian. Menteri  Perindustrian
menerbitkan Peraturan Menteri Perindustrian
nomor 15/M-IND//PER/2/2011 tentang Pedom-
an Penggunaan Produk Dalam Negeri Dalam
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, serta
Peraturan Menteri Perindustrian nomor 16/M-
IND//PER/2/2011 tentang Ketentuan dan Tata
Cara Penghitungan Tingkat Komponen Dalam
Negeri. Menurut Peraturan Menteri Perin-
dustrian nomor 16/M-IND//PER/2/2011, Pasal
1, Ayat 7, pengertian tentang Tingkat Kompo-
nen Dalam Negeri, yang selanjutnya disebut
TKDN, adalah besarnya komponen dalam
negeri pada barang, jasa dan gabungan barang
dan jasa. Pasal 1, Ayat 8, menyebutkan
komponen dalam negeri pada barang adalah
penggunaan bahan baku, rancang bangun dan
perekayasaan yang mengandung unsur
manufaktur, fabrikasi, perakitan, dan penye-
lesaian akhir pekerjaan yang berasal dari dan
dilaksanakan di dalam negeri. Pasal1, Ayat 9,
menyebutkan komponen dalam negeri pada
jasa adalah penggunaan jasa sampai dengan
penyerahan akhir dengan memanfaatkan
tenaga kerja termasuk tenaga ahli, alat kerja
termasuk perangkat lunak dan sarana
pendukung yang berasal dari dan dilaksanakan
di dalam negeri. Pasal 1, Ayat 10, menyebutkan
bahwa komponen daiam negeri pada gabungan
barang dan jasa adalah penggunaan bahan
baku, rancang bangun dan perekayasaan yang
mengandung unsur manufaktur, fabrikasi,
perakitan, dan penyelesaian akhir pekerjaan
serta penggunaan jasa dengan memanfaatkan
tenaga kerja termasuk tenaga ahli, alat kerja
termasuk perangkat lunak dan sarana
pendukung sampai dengan penyerahan akhir
yang berasal dari dan dilaksanakan di dalam
negeri.



Dengan demikian dapat dijelaskan bahwa
secara umum pengertian TKDN adalah suatu
batasan atau nilai yang merepresentasikan
berapa tingkat komponen lokal/ dalam negeri
dalam suatu produk barangfjasa yang
dihasilkan oleh sektor industri pengolahan yang
meliputi sebanyak 21 kelompok barang.
Setelah dilakukan verifikasi melalui
pemeriksaan kelayakan surat dan dokumen
pendukung, rmaka dari Pemerintah
(Kementerian perindustrian) akan
mengeluarkan sertifikat TKDN yang berlaku
selama 2 tahun. sertifikat ini dapat digunakan
oleh perusahaan untuk mengajukan penawaran
di setiap pelelangan atau pengadaan yang
dilakukan oleh pemerintah, karena mayoritas
setiap pelelangan pemerintah menggunakan
nilai TKDN sebagai salah satu acuan dalam
menentukan pemenang lelang.

Tujuan utama penilaian TKDN, secara
teoritis adalah menyingkirkan segala hal yang
berhubungan dengan impor dan menggiatkan
usaha lokal dan bahkan menumbuhkan usaha-
usaha baru sehingga baik material ataupun
overhead bisa menggunakan komponen lokal
sehingga biaya produksi ditekan seminimal
mungkin. Kendala saat ini kebanyakan usaha
lokal kalah bersaing dengan perusahaan asing,
bailk dari segi harga, mutu dan desainnya,
maka diterbitkan regulasi pemerintah yang
berkaitan dengan tingkat komponen dalam
negeri (TKDN).

2.2.2. Penilaian TKDN

Dalam menilai TKDN untuk suatu produk,
ada tiga aspek yang menjadi penilaian yaitu
material/ bahan baku, tenaga kerja dan biaya
overhead. Material dinilai berdasarkan daerah
-asal (country of origin) artinya materia! tersebut
dibuat dan diproduksi di dalam negeri atau
impor. Tenaga kerja yang digunakan dinilai
berdasarkan kewarganegaraan, artinya tenaga
kerja Indonesia atau dari luar negeri. Biaya
overhead adalah meliputi biaya yang berkaitan
dengan penggunaan alat kerja/mesin, dan
biaya lain-lain yang berhubungan dengan
produksi barang/jasa tersebut (Kurniawan,
2011).

TKDN  barang dihitung  berdasarkan
perbandingan antara harga barang jadi
dikurangi harga komponen luar negeri terhadap
harga barang jadi, harga barang jadi
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merupakan biaya produksi yang dikeluarkan
untuk memproduksi barang (Kementerian
Perindustrian, 2011). Penjelasan selengkapnya
disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.1: Struktur Biaya TKDN Barang

", Biaya malerial langsung (vanabei;
2. Biaya fenaga kerja langsung {vanabel}
J. Biaya tidak langsung {factory overhead’ » (vanabel + letap)

4, Biaya produksi {Cost to make)
£ Beban pemasaran {marketing expenses)
6. Heban umum dan administrasi (G and A expenses) .

{vanabel - letap)

7. Harga pokok penjualar (cost of goods soic)
Y. Keuatungan dan pajak (orofit and fax)

Y. Harga jual {seliing price)
10, Transportasi dan pergudangan

11. Harga FOB

Biaya produksi meliputi biaya untuk bahan
(material) langsung, biaya tenaga kerja
langsung, dan biaya tidak langsung pabrik
(factory overhead) (lihat Tabel 2.2.2.1). Biaya
produksi ini belum termasuk Keuntungan, biaya
tidak  langsung  perusahaan  (company
overhead), dan pajak keluaran. Perhitungan
TKDN barang dilakukan terhadap setiap jenis
barang. Jenis barang merupakan barang yang
diproduksi berdasarkan proses produksi dan
bahan baku (material) yang sama. Perhitungan
TKDN barang ditelusuri sampai dengan barang
tingkat dua yang dihasilkan oleh produsen

dalam negeri.
_) biaya produk
Gabungan baranp/jasa
{Provek)

Produk

Terdiri dari:
1. Tenaga kerja
"" 2. Alal kerja

3. Matcrial

Uraikan
komponacanya

— KDN KLN

., =T
— ]

Gambar 2.1: Tahapan Perhitungan TKDN

Berdasarkan gambar diatas dapat dijelaskan
bahwa besarnya persentase (%) TKDN dapat
dihitung pada berbagai barang yang. telah
dikelompokkan sedemikian rupa mengacu
kepada pengelompokkan yang telah ditetapkan,
baik barang maupun jasa. Penilaian dilakukan
untuk setiap produk yang masuk dalam
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kelompok produk tersebut. Perhitungan TKDN
pada dasarnya membandingkan antara
komponen dalam negeri (KDN) dengan
komponen luar negeri (KLN). TKDN
diformulasikan sebagai komponen dalam negeri
dibagi dengan komponen dalam negeri dan
komponen luar negeri.

P K I [ p—

DN

Gambar 2.2: Kriteria Kepemilikan Alat Kerja

Penilaian untuk alat kerja harus dilihat dari
pembuatan dan kepemilikan (dalam negeri dan
luar negeri), pada alat kerja yang dibuat di
dalam negeri kepemilikian dalam negeri maka
nilai TKDN 100%, alat kerja yang dibuat di
dalam negeri kepemilikian luar negeri maka
"nilai TKDN 75%, alat kerja yang dibuat di dalam
negeri kepemilikian dalam negeri dan luar
negeri maka nilai TKDN nya sebesar 75% +
(25% % * saham dalam negeri). Alat kerja yang
dibuat di luar negeri, kepemilikan dalam negeri
maka nilai TKDN nya 75%, Alat kerja yang
dibuat di luar negeri, kepemilikan luar negeri
maka nilai TKDN nya 25% dan Alat kerja yang
dibuat di luar negeri, kepemilikan dalam negeri
dan luar negeri maka nilai TKDN nya sebesar
% saham dalam negeri. Penghitungan TKDN
untuk gabungan lebih dari satu jenis barang jadi
(TKDN gabungan beberapa barang/multi
product) dilakukan berdasarkan perbandingan
antara akumulasi dari hasil perkalian TKDN
dengan harga pembelian masing-masing
barang terhadap harga pembelian gabungan
barang (Kurnaiawan, 2011). Rumus
perhitungan TKDN sebagai berikut:

TKDN = Biaya (material langsung+tenaga kerja
langsung+overhead)

2.3. Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah

Penggunaan produk dalam negeri dalam
belanja pemerintah sangat potensial untuk

menumbuhkembangkan dan  menguatkan
struktur industri manufaktur. Inpres Nomor 2
Tahun 2009 tentang Penggunaan Produk
Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah mengintruksikan kepada kemen-
terian dan lembaga bahwa dalam rangka
mengoptimalkan penggunaan barang/jasa hasil
produksi dalam negeri dalam pengadaan
barang/jasa Pemerintah, agar berpedoman dan
mengacu pada Pedoman Peningkatan Peng-
gunaan Barang/Jasa Produk Dalam Negeri
yang ditetapkan oleh Menteri Perindustrian.

Industri manufaktur adalah sektor yang
mempunyai kontribusi paling besar terhadap
perekonomian domestik, untuk itu sektor
industri manufaktur harus terus diperkuat.
Salah satu cara untuk memperkuat industri
manufaktur adalah dengan mendorong industri
manufaktur dalam negeri terus tumbuh.
Pertumbuhan industri manufaktur dalam negeri
ditunjang dengan salah satunya penggunaan
produk yang dihasilkan industri manufaktur
tersebut. Dalam rangka optimalisasi belanja
pemerintah dalam pengadaan barang/jasa,
sekaligus menggerakkan pertumbuhan dan
memberdayakan industri dalam negeri melalui
peningkatan penggunaan produk dalam negeri,
telah diterbitkan Instruksi Presiden Nomor 2
Tahun 2009 tentang Penggunaan Produk
Dalam Negeri Dalam Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah.

Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Per-
industrian mempunyai kewajiban untuk mening-
katkan kontribusi dan pertumbuhan industri
manufaktur non migas pada pertumbuhan eko-
nomi. Salah satu cara untuk meningkatkan
penggunaan produk dalam negeri, yang meru-
pakan wewenang pemerintah, adalah memak-
simalkan penggunaan anggaran negara, khu-
susnya belanja modal, untuk menggunakan
produk-produk dalarn negeri. Penggunaan
produk dalam negeri dalam belanja pemerintah
sangat potensial untuk menumbuhkembangkan
dan menguatkan struktur industri manufaktur.
Hal ini dapat dilihat dari penggunaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara, untuk peme-
rintah pusat, pemerintanh daerah, BUMN,
Lembaga/instansi Pemerintah lainnya. Kemen-
terian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Dae-
rah Institusi lainnya, yang selanjutnya disebut
K/L/D/l, adalah instansi/institusi yang menggu-
nakan Anggaran Pendapatan dan Belanja



Negara (APBN) dan/atau Anggaran Penda-
patan dan Belanja Daerah (APBD).

Peraturan Menteri Perindustrian Rl Nomor:
15jM-IND/PER/2/2011, dalam Peraturan Men-
teri ini yang dimaksud dengan: Pasal 1 ayat 1,
menyebutkan bahwa, produk dalam negeri
adalah barang/jasa termasuk rancang bangun
dan perekayasaan vyang diproduksi atau
dikerjakan oleh perusahaan yang berinvestasi
dan berproduksi di indonesia, yang dalam
proses produksi atau pengerjaannya dimung-
kinkan penggunaan bahan baku komponen
impor.

3. METODE KAJIAN DAN RENCANA
ANALISIS

3.1. Metode Kajian

Kajian ini menggunakan metode kuantitatif,
dan metode analisis yang akan digunakan
adalah metode deskriptif. Data yang diperlukan
berupa data sekunder sehingga teknik pengum-
pulan data dirancang khusus menyesuaikan
dengan ketersediaan data sekunder tersebut
dilengkapi dengan informasi dari berbagai
narasumber dan referensi serta berbagai
regulasi pemerintah terkait.

Data dan informasi lain yang berhubungan
dengan pengkajian ini bersumber dari Website
P3DN, Kementrian Perindustrian. Dalam peng-
kajian ini hanya difokuskan pada hasil
penilaianTKDN yang dilakukan oleh PT Suco-
findo Persero.

3.2. Rencana Analisis

Berangkat dari kerangka pikir dan
operasionalisasi variabel di atas, maka untuk
menjawab berbagai rumusan masalah dalam
kajian ini diperlukan alat analisis yang relevan
dan tepat secara akademis, normatif dan teknis
operasional. Berdasarkan pertimbangan
tersebut dalam kajian ini menggunakan analisis
deskriptif, dan data-data yang bersifat
kuantitatif akan diolah menggunakan alat bantu
statistika  deskriptif, dan khusus untuk
menjawab beberapa rumusan masalah akan
digunakan analisis korelasi Linier untuk
mengkaji hubungan capaian nilai TKDN suatu
produk dengan kesempatan pemanfaatan
pengadaan barang dan jasa pemerintah.
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4. HASIL PENGKAJIAN DAN
PEMBAHASAN

Kegiatan verifikasi TKDN telah dilakukan
sejak tahun 2007, kemudian diperkuat dengan
Peraturan Menteri Perindustrian pada tahun
2011 vyaitu Peraturan Menteri Perindustrian
nomor  15/M-IND//PER/2/2011 pada 21
kelompok barang, vyaitu: Bahan Penunjang
Pertanian, Mesin & Peralatan Pertanian, Mesin
& Peralatan Pertambangan, Mesin & Peralatan
Migas, Alat Berat, Konstruksi & Material
Handling, Mesin dan Peraiatan Pabrik, Bahan
Bangunan/Konstruksi, Logam dan Barang
Logam, Bahan Kimia dan Barang Kimia,
Peralatan Elektronika, Peralatan Kelistrikan,
Peralatan Telekomunikasi, Alat Transport,
Bahan & Peralatan Kesehatan, Peralatan
Laboratorium, Komputer & Peralatan Kantor,
Pakaian & Perlengkapan Kerja, Peralatan Olah
Raga dan Pendidikan, Sarana Pertahanan,
Barang Lainnya, dan Jasa EPC dan Jasa
Kelistrikan. '

4.1. Implementasi Penilaian TKDN

"PT Sucofindo (Persero) telah berpartisipasi
aktif dalam melakukan verifikasi penilaian
TKDN pada berbagai kelompok produk, selama
4 tahun terakhir dan telah melakukan verifikasi
terhadap 923 produk pada berbagai kelompok
barang di 17 provinsi (tkdn. kemenperin.go.id).
Perkembangan implementasi penilaian TKDN
pada berbagai produk dijadikan ukuran sebagai
keberhasilan atau efekiifitas implementasi
penilaian TKDN vyang dilakukan oleh PT
Sucofindo (Persero), dijelaskan sebagai berikut:

Implementasi penilaian TKDN oleh PT
Sucofindo (Persero) pada 17 Provinsi sejak
tahun 2012 sampai dengan tahun 2014
disajikan ecara lengkap sebagai berikut:

Tabel 4.1: Jumlah Perusahaan, Kelompok
Produk dan Jenis Produk Yang
Telah Dinilai TKDN Oleh PT

Sucofindo Pada Berbagai
Provinsi
R g

No Provinsi E % % E %
1 NAD 5 186 3 390 20 217
2 Sumut 1 037 1 130 1 o1
3 Surbar 1 Q37 1 120 14 182
4. Fiau 3 1,12 3 390 19 205
& Kepri E] 186 3 390 49 53
& Surrsdl 2 074 2 280 ] 065
7. Larpurg 1 037 1 1,30 1 a1
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Mo Prowinsi g % E E % E %o
g §

Jurish P. Suretera 18 669 14 18,18 110 11,82
8, Jekarta &7 2118 12 1558 212 297
) Jabar ;<) 3088 15 19,48 20 3034
10 Banten x 11,90 10 1299 116 1257
11 Jaterg 44 1838 10 12 110 ne
12 | Yogyskata 3 112 3 390 6 065
13 | Jatim .5} 967 7 908 67 726

Juriah Puau Jawa 245 ¢08 | 5700 7403 ™m 3]
14, Kaibar 1 Q37 1 130 3 03
15, Kelsel 1 037 1 10 4 043
16 | Katm 3 112 3 380 12 130

Jurish P, Kalimantan 5 186 500 649 | 1800 206
17. | Suud 1 037 1 10 3 03

Jumiah 269 | 10000 77 1 10000 923 | 100,00
Rata-rata 16 5 54

Sumber: www.tkdn.kemenperin.go.id (data diolah)

Tabel diatas menunjukkan bahwa PT
Sucofindo (Persero) telah melakukan penilaian
TKDN pada 17 provinsi, Rata-rata baru
dilakukan terhadap 16 perusahaan dengan 5
kelompok produk dan 54 jenis produk.
Penilaian terbanyak dilakukan di Provinsi di
Pulau Jawa, yaitu sebanyak 245 perusahaan
(91,08%) atau 791 produk (85,70%), Jawa
Barat sebagai provinsi yang memiliki
perusahaan terbanyak yang telah dinilai TKDN
nya, yaitu sebanyak 83 perusahaan pada 15
kelompok produk dan 280 jenis produk.
Kemudian diikuti oleh Provinsi DKI Jakarta,
jumiah perusahaan yang telah dinilai TKDN nya
sebanyak 57 perusahaan, pada 12 kelompok
produk dan 212 jenis produk (22,97%). Jawa
Tengah jumlah perusahaan yang telah dinilai
TKDN nya sebanyak 44 perusahaan, pada 10
kelompok produk dan 110 jenis produk
(11,92%). Banten, jumlah perusahaan yang
telah dinilai TKDN nya sebanyak 32
perusahaan, pada 10 kelompok produk dan 116
jenis produk (12,57%), Jawa Timur, jumlah
perusahaan yang telah dinilai TKDN nya
sebanyak 26 perusahaan (9,67%), pada 7
kelompok produk dan 67 jenis produk (7,26%)
dan Yogyakarta, jumlah perusahaan yang telah
dinilai TKDN nya sebanyak 3 perusahaan, pada
3 kelompok produk dan 6 jenis produk (0,65%).

Jumlah perusahaan di Sumatera yang telah
dinilai TKDN nya sebanyak 18 perusahaan
(6,69%), 14 kelompok produk dan 110 produk
(11,92%). Provinsi Kepulauan Riau merupakan
provinsi yang memiliki jumlah perusahaan
terbanyak sama dengan NAD vyaitu sebanyak 5
perusahaan (1,86%), sebanyak 3 kelompok
produk dan 49 produk (5,31%) di Provinsi
Kepulauan Riau.

Jumiah perusahaan di Kalimantan yang
telah dinilai TKDN nya sebanyak 5 perusahaan
(1,86%), pada 5 kelompok produk dan 19
produk (2,06%). Kalimantan Timur merupakan
provinsi di Kalimantan yang memiliki jumiah
perusahaan terbanyak, vyakni sebanyak 3
perusahaan (1,12%) pada 3 kelompok produk
dan 12 produk (1,30%) yang telah dinilai TKDN
nya. Dan di Sulawesi, penilaian TKDN terhadap
produk yang dihasilkan baru dilakukan pada 1
perusahaan (0,37%), pada satu kelompok
produk dan 3 produk (0,33%).

Jumlah produk yang telah memperoleh
penilaian TKDN dari PT Sucofindo (Persero)
dibandingkan dengan keseluruhan produk yang
telah dinilai TKDN nya, dapat dijelaskan pada
tabel berikut:

Tabel 4.2: Jumlah produk yang diverifikasi
TKDN-nya oleh PT Sucofindo
dibandingkan dengan keseluruh-
an produk yang telah memperoleh
penilaian TKDN

Tahue
Keterangan Saluan
2011 | 201z | 2012 | 2014 | Jumiak
Jumlah paoduk dinilai TKDN Jumiab 1.000 1.029 <00 =.ooc 402§
Jumniah produk dinilai TKDN | Jumiah € 9 356  47¢) en
PT. Sucofindo % cat| es4] 32ssc| 4700 229

Catatan: Data Jumlah Produk pada tahun 2013 dan 2014
yang telah dinilai TKDN nya merupakan data prediksi
(sementara)

4.2. Pencapaian Penilaian TKDN
4.2.1. Pencapaian Nilai TKDN

berdasarkan Kelompok Produk

Pencapaian nilai TKDN untuk setiap
kelompok produk yang verifikasinya dilakukan
oleh PT Sucofindo (Persero) dijelaskan melalui
tabel dan grafik berikut:

Tabel 4.3: Pencapaian Nilai TKDN

Berdasarkan Kelompok Produk

Sl SN M| R
1 | Aattransport 5| 3325%
2 Bahan dan peralatan kesehatan 60 | 5048%
3 | Bahan bangunan/konstruksi 47 | 64,94%
4 | Bahankimia dan barang kimia 164 | 3669%
5 | Bahanpenunjang pertanian 42 | 6629%
6 | Baranglaimya 105 | 64.58%
7 Komputer dan peralatan kantor 5 | 6165%
8 | Logamdanbaranglogam 124 | 51,15%
9 | Mesindan peraatan migas 56 | 4293%




Sugiyanto, Efektifitas Implementasi Tingkat Komponen ...

NOL 0 B BARANG M -’;ﬁ% :
10 | Mesindan peralatan pabxik 5| 413%%
11 | Mesin dan peralatan partanian 15 | 4037%
12 | Pakeian dan perlengkapan keria 15 | 5037%
13 | Peralatan leitronika % | 3122%
14 | Peralaten kelistrikan 185 | 56.96%
15 | Peralatan olahraga dan pendidikan 13| 611%%
16 | Peralatan telekomurikes 2 | 2616%

: Jvan e w0

Sumber:www.tkdn.kemenperin.go.id (data diolah)

Rata-rata nilai TKDN yang dicapai dari
keseluruhan produk sebanyak 923 produk yang
diverifikasi oleh PT Sucofindo (Persero),
dengan nilai TKDN sebesar 52,02%.

Pencapaian nilai TKDN terbesar dicapai
oleh kelompok produk bahan penunjang
pertanian sebesar 66,29%, dikuti oleh
kelompok produk bahan bangunan dan
konstruksi sebesar 66,94%, kelompok produk
barang lainnya sebesar 64,93%, Komputer dan
peralatan kantor sebesar 61,65% dan
Peralatan olah raga dan pendidikan sebesar
61,19%. Kelompok produk lainnya yang nilai
TKDN nya sama dengan atau diatas 50 %
sampai dengan 60% antara lain: Kelompok
produk bahan dan peralatan kesehatan, logam
dan barang logam, pakaian dan perlengkapan
kerja, dan peralatan Kelistrikan. Kelompok
produk lainnya yang nilai TKDN nya sama
dengan atau diatas 40 % sampai dengan 50%
antara lain: Kelompok produk mesin dan
peralatan migas, mesin dan peralatan pabrik,
dan terdapat kelompok produk yang nilai TKDN
nya masih dibawah 40% vaitu kelomook
produk: Alat transport, bahan Kimia dan barang
kimia, peralatan elekironika dan peralatan
telekomunikasi. Dengan demikian berdasarkan
pencapaian rata-rata nilai TKDN pada berbagai
kelompok produk di atas terdapat sebanyak 14
kelompok produk yang nilai TKDN nya diatas
40% sedangkan sebanyak 4 produk nilai TKDN
nya masih dibawah 40%.

Pengujian secara  statistik  dengan
menggunakan metode statistik deskriptif untuk
memberikan informasi yang lebih meyakinkan,
dengan mengkaji normalitas dari data yang
dihitung nilai rata-ratanya, dengan menghitung
mean, nilai tengah, standar penyimpangan.
Hasil uji statistik tersebut adalah sebagai
berikut:

Tabel 44: Tests of Nommlity Data Nilai TKDN Per

Kelompok Produk

Kolmogorow-Smimove Shapiro-Wik

Statistic |D¢ Sg.  |Stafistic | Df Sig.
TKDN 40| 18] 200 @8] 16 321

a. Lilliefors Significance Comection
* This is a lower bound of the true sigrificance.
Sumber: Hasil Olah Statistik

Tabel 4.5: Deskripsi Hasil Uji Statistik

Statistic Std. Emor

TEDN  Mean 488712 0326501
5% Confidence  Lower Bound 419121
Irterval for Mean Uer Bound 558304
5% Trirred Mean 491853
Median 504250
Variance 017
Std Deviafion 1308003
Mrimum 2616
Medmum 5629
Fange 4013
Irterquartile Range 2355

Sewness - 184 564

Kurfosis -1,211 1,091

Sumber: Hasil Olah Statistik

Dari data di atas terlihat bahwa dengan
jumlah sampel sebanyak 16 kelompok barang
dan rata-rata nilai TKDN sebesar 48,87%,
maka data tersebut berdistribusi normal karena
memiliki taraf signifikansi sebesar 0,321 > a
=0,05. Dengan menggunakan hasil pengolahan
data pada TKDN pada 16 kelompok barang
menunjukkan bahwa data TKDN yang ada
menyebar secara merata dan datanya normal,
dalam artian, tidak ada data yang ekstrim
dimana perbedaan angka TKDN-nya tidak
terlalu besar. Rata-rata TKDN dari 16 kelompok
barang yang ada adalah sebesar 48,87%, nilai
tengah dari TKDN adalah sebesar 50,42% dan
variansnya sebesar 0,017 yang berarti bahwa
data tersebut tidak terlalu  bervariasi,
simpangan bakunya sebesar 0,13. Adapun
range atau jarak atau selisih antara data
tertinggi dan terendahnya adalah senilai
40,13%. Dengan jumlah TKDN minimum
sebesar 26,16% dan TKDN maximumnya
sebesar 66,29%.

4.3.2. Pencapaian Penilaian TKDN
Berdasarkan Jenis Produk
selama 4 Tahun Terakhir

Pencapaian nilai TKDN juge; dapat
dideskripsikan berdasarkan tahun pelaksanaan-

nya untuk setiap kelompok produk, secara rinci
dapat dideskripsikan pada tabel-tabel berikut:
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Tabel 4.6: Pencapaian penilaian TKDN pada
_ tahun 2011 sd 2014
NO KELOVMPOK BARANG JUMLAH | RATAZ TKDN

1 Bahan kimia dan Barang Kimia 6 46.76%
1 Bahan kimia dan barang kimia 13 56.80%
2 Bahan penunjang pertanian 2 55.74%
3 Barang lainnya 3 45.91%
4 Logamdan baranglogam 2 56.72%
5 Mesin dan peraatan migas prd 68.71%
] Peralatar elekionika 1 48.37%
7 Perdlatan kdlistrikan 43 49.56%
g Peraatan dahraga & pendidikan 5 40.62%
1 Bahan dan peralatan kesshatan 32 53.43%
2 Behan bangunankonstruksi 4 66.00%
3 Bahan kirria dan Barang Kimia 65 35.44%
4 Bahan penunjang pertanian 2 65.55%
5 Barang lsinrya M4 7207%
6  Komputer dan perdatan kartor 17 68.7%%
7 Logamdan barang logam &7 45.36%
8 Mesin dan peralatan rrigas 12 XTI
g Mesin dan peralatan pabrik 3 44.43%
10 Mesin dan peralatan pertanian 4 44.16%
11 Pakaian dan perlengkapan kerja 3 52.16%
12 Perdlatan ektronika 8 2962%
13 Perdatan kelistrikan 8 63.13%
14 Perdlatan dahraga dan pendidikan 3 94.91%
15 Perdlatan telekomunikasi 1 17.66%
1 Peralatan telekomunikasi 1 34.66%
2 Mesindan peralatan pabrik 2 38.08%
3 Aat transfort 5 33.25%
4  Perdatan dahraga dan pendicikan 5 61.53%
5 Mesin dan peralatan pertanian 1 39.00%
6 Peralatan eleldronika 17 30.96%
7 Mesindan perdlatan migas 2 25.95%
8  Pakaian dan pedengkapan kega 12 49.92%
9 Bahan dan peralatan kesehatan P} 4712%
10 Bahan penunjang pertanian 0 68.08%
11 Komputer dan peralatan kantor 42 58.76%
12 Bahan kirria dan Barang Kimia B0 33.6%%
13 Bahan bangunankonsiruksi 43 64.84%
14 Peralatan kelistrikan 59 53.68%
15 Logamdan barang logam 55 57.5%
16  Baranglainnya 68 62.20%
e e R R o 470 _: .:.;._:_. 4743";6 |

SL;n;lb;r.:w.w.v.r.t.l;d;.;(eme;'uperi;_gc;.;t.i {da:t:a!;ric;lah\}
Pada tahun 2011 PT Sucofindo (Persero)
melakukan verifikasi terhadap 6 jenis produk

pada 1 kelompok produk bahan kimia dan’

barang kimia dengan rata-rata pencapaian nilai
TKDN nya sebesar 46,76%. Pada tahun 2012,
PT Sucofindo (Persero) melakukan verifikasi
terhadap 91 jenis produk pada 8 kelompok
produk dengan rata-rata pencapaian nilai TKDN
nya sebesar 52,80%. Pencapaian nilai TKDN
untuk kelompok produk bahan kimia dan
barang kimia 56,80%, Bahan Penunjang

Pertanian 5§5,74%, barang lainnya 45,91, logam
dan barang logam 56,72%, mesin dan
peralatan migas 68,71%, peralatan elektronika
48,37%, Peralatan Kelistrikan 49,56% dan
peralatan oleh raga 40,62%. Dari rata-rata
pencapaian nilai TKDN pada tahun 2012 untuk
setiap kelompok produk nilaianya diatas 40%.

Pada tahun 2013, PT Sucofindo (Persero)
melakukan verifikasi terhadap 356 jenis produk
pada 15 kelompok produk dengan rata-rata
pencapaian nilai TKDN nya sebesar 51,96%.
Pencapaian rata-rata nilai TKDN diatas 40%
meliputi kelompok produk Bahan dan peralatan
kesehatan 53,43%, bahan bangunan dan
konstruksi 66,00%, Bahan penunjang pertanian
65,55%, barang lainnya 72,07%, Komputer dan
peralatan kantor 68,78%, Logam dan barang
logam 45,36%, mesin dan peralatan pabrik
44,43%, mesin dan peralatan pertanian
44,16%, Pakaian dan perlengkapan kerja
52,16%, peralatan Kelistrikan 63,13%, dan
peralatan olah raga dan pendidikan 94,91%.
Pencapaian rata-rata nilai TKDN dibawah 40%
adalah kelompok produk bahan kimia dan
barang kimia 35,44%, peralatan elektronika
29,62%, mesin dan peralatan migas 26,70%,
dan peralatan telekomunikasi 17,66%.

Pencapaian rata-rata nilai TKDN yang
verifikasinya dilakukan oleh PT Sucofindo
(Persero) pada tahun 2014 terhadap 16
kelompok produk yang terdiri dari 470 jenis
produk dengan rata-rata nilai TKDN sebesar
47,47%. Hasil rata-rata penilaian TKDN untuk
kelompok produk yang nilainya diatas 40%
terdapat 9 kelompok produk, yaitu kelompok
produk peralatan olah raga dan pendidikan
dengan nilai TKDN sebesar 61,53%, Pakaian
dan periengkapan kerja 49,92%, bahan dan
peralatan kesehatan 47,12%, bahan penunjang
pertanian 68,08%, komputer dan peralatan
kantor 58,76%, bahan bangunan dan konstruksi
64,84%, peralatan Kelistrikan 53,68%, logam
dan barang logam 57,99% dan kelompok
barang lainnya 62,20%. Sedangkan kelompok
produk yang rata-rata nilai TKDN nya dibawah
40% ada sebanyak 7 kelmpok produk, yaitu
kelompok produk peralatan telekomunikasi
34,66%, mesin dan peralatan pabrik 38,08%,
Alat transport 33,25%, mesin dan peralatan
pertanian  39,00%, peralatan elektronika
30,96%, mesin dan peralatan migas 25,99%
dan bahan kimia dan barang kimia 33,69%.



Hasil ~uji statistik untuk mengetahui
signifikansi rata-rata nilai TKDN untuk setiap
kelompok produk digunakan analisis statistik
deskriptif dengan menghitung standar deviasi
dan tingkat normalitasnya. Ringkasan uji
statistik untuk setiap kelompok produk yang
rata-rata nilai TKDN nya berdistribusi normal
adalah kelompok produk sebagai berikut:

Tabel 4.7: Rekapitulasi Kelompok Barang
Berdistribusi Normal

FKHQTpokharang Mean Hedian ‘ Varians | StDev | pvalue -]

Bahen |
1] 1
; ) 06434 507 0043 0207 0160 005

m&ﬂm‘*m o418 | 0301 | oo | oos® | o1 | 005

""Es‘”‘.:f” P | oun7 | a0 | oo | 01145 | ooss | 005

06119 05878 007 02332 0247 005

Sumber; Hasil olah statistik

Dengan menggunakan hasil pengolahan
data pada TKDN pada 16 kelompok barang
menunjukkan bahwa data TKDN yang ada
menyebar secara merata dan datanya normal,
dalam artian, tidak ada data yang ekstrim
dimana perbedaan angka TKDN-nya tidak
terlalu besar. Rata-rata TKDN dari 16 kelompok
barang yang ada adalah sebesar 48,87%. Nilai
tengah dari TKDN adalah sebesar 50,42% dan
variansnya sebesar 0,017 yang berarti bahwa
data tersebut tidak terlalu  bervariasi,
simpangan bakunya sebesar 0,13. Adapun
range atau jarak atau selisih antara data
tertinggi dan terendahnya adalah senilai
40,13%. Dengan jumlah TKDN minimum
sebesar 26,16% dan TKDN maximumnya
sebesar 66,28%.

Dengan memperhatikan p-value yang lebih
besar dari pada o, maka data kelompok barang
tersebut berdistribusi normal artinya rata-rata
nilai TKDN-nya dapat digunakan sebagai
pedoman untuk kelompok produk tersebut.
Dengan melihat hasil yang dipaparkan di atas,
maka berdasarkan kelompok barang data yang
berdistribus normal adalah: bahan bangunan/
konstruksi, mesin dan peralatan pabrik, mesin
dan peralatan pertanian dan peralatan olahraga
dan pendidikan.

4.4.Dampak Penilaian TKDN
Terhadap Pemanfaatan
Pengadaan Barang dan Jasa

Pemerintah
Sejak diterbitkannya Peraturan Presiden
nomor 54/2010 yang mewajibkan
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Kementerian/Lembaga/ Satuan  Perangkat
Kerja Daerah/Institusi (K/L/D) untuk
memaksimalkan penggunaan barang/jasa hasil
produksi dalam negeri. Kementerian
Perindustrian ~ mempunyai  tugas  untuk
menyediakan = referensi bagi  pengguna
barang/jasa (panitia pengadaan barang/jasa di
pemerintahan) untuk menggunakan produksi
dalam negeri dalam bentuk Daftar Inventarisasi
Barang/Jasa Produksi Dalam Negeri.

200000
1B0.000 4
160,004
140,004 4
120.00C -

100000 -

Z0.00¢ <

T

2007 2008 2008 2010 2001 | 2012 | 2003

Sumber : LKPP, laporan Keuangan Pemerintah Pusat
(Kementerian Keuangan)

Gambar 4.1: Grafik Belanja Modal
Pemerintah Pusat (dalam milyar rupiah)

Salah satu tujuan diadakannya penilaian
terhadap TKDN produk produksi dalam negeri

adalah  untuk  memberikan = kesempatan
terhadap  pemanfaatan = belanja  modal
pemerintah. ' Lembaga pemerintah dalam

melakukan pengadaan barang dan jasa melalui
belanja modal harus memanfaatkan produk dan
jasa hasil produksi dalam negeri. Penggunaan
produk dalam negeri dalam belanja pemerintah
sangat potensial untuk menumbuhkembangkan
dan menguatkan struktur industri manufaktur.
Hal ini dapat dilihat dari penggunaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara. Sebagai
contoh bahwa belanja modal pemerintah pusat
tahun 2012 sangat besar yaitu Rp. 176,05
triliun rupiah. Pada tahun 2013 penganggaran
belanja modal untuk pemerintah pusat adalah
15,97 persen dari total anggaran pemerintah
pusat atau sebesar Rp. 184, 36 triliun.

Dari sisi Kementerian/Lembaga, terdapat 10
Kementerian/Lembaga yang anggaran belanja-
nya di atas Rp. 4,5 triliun. Jika dioptimal-kan
belanja modalnya untuk membeli produk dalam
negeri maka diperkirakan akan sangat besar
kontribusinya dalam menggerakkan roda
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perekonomian dan menumbuhkan industri
manufaktur dalam negeri, apalagi jika seluruh
Kementerian/Lembaga melakukan penyerapan

anggaran belanja modalnya untuk meutilisasi
produk industri manufaktur dalam negeri.

(Rp Miliar)

2008 2009

Belanja 20 Besar KemenQerian Negara/Lembaga

B KEMENTERIAN PERTAHANAN
B KEMENTERIAN PEKERIAAN UMLUM
W KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDABAAN
& KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
W KEMENTERIAN AGAMA
B KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
o KEMENTERIAN KESEHATAN
® KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DARA MINERAL
% KEMENTERIAN KEUANGAN
& KEMENTERIAN PERTANIAN
& KEMENTERIAN DALAM NEGERI
B KOMI5I PEMILIHAN UMUM
B KEMENTERIAN HUKUM DAN HAX ASASI MANUSIA RI
® KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
KEMENTERIAN KEHUTANAN
B KEMENTERIAN S05IAL
+ KEMENTERIAN LUAR NEGERI
& MAHKAMAH AGUNG
Sl s KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKTPAT |
2013 % KEMENTERIAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI |

Sumber : LKPP, laporan Keuangan Pemerintah Pusat (Kementerian Keuangan)

Gambar 4.2: Grafik Belanja 20 Besar Kementerian/Lembaga

Berikut untuk mengetahui sejauh mana
dampak dari peraturan tentang pengadaan
barang dan jasa pemerintah dengan
memanfaatkan produksi dalam negeri dari
salah satu kelompok produk tertentu, berikut
data yang berkaitan antara nilai TKDN dengan
jumlah belanja barang dan jasa dari lembaga
pemerintah tersebut:

Tabel 4.8: Jumlah Belanja Branga dan Jasa

dan Nilai TKDN
Pengadaan

No Tahun TKDN Baag | b Juriah
1 2006 43 995 5.862 6.857
2 2007 54 1.946 4.737 6.583
3 2008 43 1.400 6.568 7.968
4 2009 49 3577 5.408 8.985
5 2010 63 3.811 6.976 10.787
6 2011 61 3.706 8.109 11.815
7 202 60 5.082 11.531 16.613
8 2013 56 3.807 7.394 11.201

Jurrigh 24.224 56.585 80.809
Sumber LKPP, laporan Keuangan Pemerintah Pusat

(Kementerian Keuangan)

Untuk menguji keterkaitan antara nilai TKDN
dengan Jumiah Pengadaan Barang dan Jasa,
digunakan analisis statistik dengan
menggunakan analisis  Korelasi, untuk
mengetahui hubungan antara variabel bebas
dalam hal ini nilai TKDN dan variabel terikatnya
adalah variabel jumlah Pengadaan Barang dan
Jasa. Hasil analisis tersebut ditunjukan dalam
tabel-berikut:

Tabel 4.4. Perhitungan Korelasi TKDN

dengan Jumlah Pengadaan Barang dan Jasa
Correlations

Jumlah
TKDN | Barang
dan Jasa
TKDN Pearson Correlation 1 ,683
Sig. (2-tailed) ,062
N 8 8
Jumlah Pearson Correlation ,683 1
Barang dan Sig. (2-tailed) 062
Jasa N 8
Correlations TR
umla
TKDN Barang
TKDN  Pearson Correlation 1 798
Sig. (2-tailed) ,018
N 8 8
Jumlah —Pearson Correlation 138 1
Barang ﬁig_ (2-tailed) ,018

8
* Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).
Sumber: Hasil Olah Statistik

Dengan menggunakan taraf nyata 5%, dan
jumiah sampel sebanyak 8 tahun dari tahun
2008-2013, maka terlihat bahwa tingkat
keeratan nilai TKDN dengan Jumlah
pengadaan Barang dan Jasa adalah sebesar
0,062. Dengan menggunakan tingkat keeratan
Guilford, maka diketahui bahwa hubungan
antara keduanya adalah sangat lemah. Dengan
menggunakan taraf nyata sebesar 5%, dan
jumlah data sebanyak 8 tahun, yakni dari tahun
2008-2013 maka hubungan antara nilai TKDN
dan jumlah barang adalah sebesar 0,018.
Dengan menggunakan tingkat keeratan
Guilford, maka dapat diketahui bahwa
hubungan antara keduanya adalah sangat
lemah.



Tabel 4.4.3.Hubungan TKDN dengan Jumlah

Pengadaan Jasa
Correlations

Jumlah
TKDN Jasa
KDN Pearson Correlation 1 024
Sig. (2-tailed) 182
N 8 8
Jumliah Pearson Correlation 524 1
Jasa ﬁig. (2-tailed) ,18% 8

Sumber: Hasil Olah Statistik

Hasil analisis korelasi ini menunjukkan
bahwa hubungan nilai TKDN dengan jumlah
belanja barang dan jasa sangat lemah artinya,
nilai  TKDN dari suatu produk belum
menentukan besarnya belanja barang dan jasa
terhadap produk tersebut atau dengan kata
lain, bahwa niali TKDN dari suatu produk belum
menentukan akan dimanfaatkan oleh lembaga
pemerintah yang memiliki anggaran belanja
barang dan jasa. Belanja barang dan jasa
pemerintah belum banyak dikaitkan dengan
nilai TKDN suatu produk.

5. KESIMPULAN DAN
REKOMENDASI

5.1. Kesimpulan

1) Implementasi penilaian TKDN oleh PT
Sucofindo (Persero) terhadap produk yang
dihasilkan oleh pelaku industri pengolahan
(produsen), dapat dinilai telah berjalan
dengan baik. Sejak tahun 2011, PT
Sucofindo  (Persero) telah melakukan
verifikasi penilaian TKDN sampai dengan
pertengahan Tahun 2014 sebanyak 923
jenis produk, pada 16 kelompok produk,
pada 269 perusahaan, di 17 provinsi. Rata-
rata penilaian per provinsi baru mencapai 16
perusahaan, 5 kelompok produk dan 54
jenis produk, namun sebaran penilaian ini
masih belum merata, kebanyakan penilaian
masih dilakukan di provinsi-provinsi di Pulau
Jawa. yaitu' sebanyak 245 perusahaan
(91,08%) atau 791 produk (85,70%),

2) Pencapaian nilai TKDN dari hasil verifikasi -

yang dilakukan oleh PT Sucofindo (Persero)
pada berbagai jenis produk dan provinsi,
adalah: Rata-rata nilai TKDN yang dicapai
dari keseluruhan produk sebanyak 923
produk yang diverifikasi oleh PT Sucofindo
(Persero), dengan nilai TKDN sebesar
52,02%. Pencapaian rata-rata nilai TKDN
diatas 40% meliputi  kelompok produk
Bahan dan perzlatan kesehatan, bahan
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bangunan dan konstruksi, Bahan penunjang
pertanian, barang lainnya, Komputer dan
peralatan kantor, Logam dan barang logam,
mesin dan peralatan pabrik, mesin dan
peralatan pertanian, Pakaian  dan
perlengkapan kerja peralatan Kelistrikan,
dan peralatan olah raga dan pendidikan.
Pencapaian rata-rata nilai TKDN dibawah
40% adalah kelompok produk bahan kimia
dan barang kimia, peralatan elektronika,
mesin dan peralatan migas, dan peralatan
telekomunikasi.

3) Hasil uji statistik menunjukkan bahwa rata-
rata TKDN dari 16 kelompok barang yang
ada adalah sebesar 48,87%. Nilai tengah
dari TKDN adalah sebesar 50,42% dan
variansnya sebesar 0,017 yang berarti
bahwa data tersebut tidak terlalu bervariasi,
dengan simpangan baku sebesar 0,13, p-
value yang lebih besar dari pada a, maka
data rata dari kelompok barang tersebut
berdistribusi normal artinya rata-rata nilai
TKDN dapat digunakan sebagai pedoman
dalam penilaian.

4) Peluang produk vyang telah dilakukan
penilaian TKDN dalam memanfaatkan
peluang pengadaan barang dan jasa
pemerintah dapat dijelaskan menggunakan
contoh kelompok produk tertentu. Hasil
analisis korelasi menunjukkan bahwa
hubungan nilai TKDN dengan jumlah
belanja barang dan jasa sangat lemah
artinya, nilai TKDN dari suatu produk belum
menentukan besarnya belanja barang dan
jasa terhadap produk tersebut atau dengan
kata lain, bahwa nilai TKDN dari suatu
produk belum menentukan akan
dimanfaatkan oleh lembaga pemerintah
yang memiliki anggaran belanja barang dan
jasa atau belanja barang dan jasa belum
banyak dikaitkan dengan nilai TKDN suatau
produk.

5.2. Rekomendasi

Tindakan yang harus dilakukan oleh
berbagai pihak  dalam upaya  untuk
mengefektifkan pelaksanaan penilaian TKDN
dari suatu produk adalah dengan mendorong:

Industri pengolahan dalam negeri yang
menghasilkan produk yang masuk dalam
kategori 21 kelompok produk tersebut, untuk
melakukan penilaian TKDN, apabila
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memungkinkan dibangun sistem penilaian yang
dapat dilakukan sendiri oleh setiap pelaku
usaha (self assessment) terhadap setiap
produk yang dihasilkan, sehingga akan
diketahui besarnya kandungan komponen yang
berasal dari dalam negeri secara cepat dan
praktis.

Penilaian ini harus diarahkan untuk
mendorong pelaku industri pengolahan untuk
meningkatkan  pemanfaatan  penggunaan
komponen dalam negeri dan pemanfaatan
peluang pasar melalui belanja barang dan jasa
yang dilakukan oleh setiap lembagafinstitusi
pemerintah dalam pengadaan barang dan jasa.
1. Mendorong menumbuh kembangkan

industri manufaktur dalam negeri, dengan
penggunaan secara optimal sumber daya
dalam negeri (local content), mengurangi
import bahan baku, meningkatkan potensi
kemampuan, keterampilan, kreatifitas dan
inovasi pelaku industri manufaktur, dapat
menghemah devisa, dan yang terpenting
dapat meningkatkan nilai tambah (Added
value) untuk kemakmuran masyarakat.

2, Bagi Lembaga/nstansi pemerintah, harus
harus konsisten untuk memanfaatkan
produk dalam negeri dalam pengadaan
barang dan jasa pemerintah khususnya bagi
barang dan jasa yang nilai TKDN 40% atau
lebih.

3. Bagi pelaku usaha yang bergerak di sekior
manufaktur yang telah melakukan penilaian
TKDN terhadap setiap produk yang
dihasilkan, harus diberi kemudahan dalam
mengikuti tender belanja barang dan jasa
yang dilakukan pemerintah.
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